BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

.
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 0O1);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
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Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2021 Nomor 2};

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Xabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 7);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 9);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor
13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

(1)

(2)

(3)

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.

b.

BABI : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan dan sistematika penulisan;

BABII : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU
Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana
Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja
pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat;
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c. BABIII : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional,
tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah,
dan program dan kegiatan;

d. BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH _
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan

pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BABV : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kérja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
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Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika,

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian,;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Pendapatan Daerah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;

Inspektorat Daerah;

Kecamatan Bagor;

Kecamatan Baron;

Kecamatan Berbek;

Kecamatan Gondang;

. Kecamatan Jatikalen;

Kecamatan Kertosono;
Kecamatan Lengkong;
Kecamatan Loceret;
Kecamatan Nganjuk;

mm. Kecamatan Ngetos;

.

Kecamatan Ngluyu;
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oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon,;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom,
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024
Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.
_ SRI HANDOKO TARUNA
Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NG/ NJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

&} g@engan aslinya
AN HUKUM

NIP. 196805(1 199202 1 001



LAMPIRAN MDCLXVII
PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk
menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode
1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima
tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke
dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program
dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan
dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah,
adalah meliputi:

a. persiapan penyusunarn,

b. penyusunan rancangan awal;

C. penyusunan rancangan,

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

e. perumusan rancangan akhir; dan



f. penetapan.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi
satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

RPJPD m RAPBD APBD
RENS.RAPD> RENJA PD

Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/gtau diacu
dipedomani dan/atau diacu 7,

-
Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77
Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat
Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo
Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas
Selatan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
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26.
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tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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35.
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37.

38.

39.

40.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun2025-2026;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk
Tahun2021-2041;



41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026;

45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026;

46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.
BABII HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PATIANROWO

KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BABIII TUJUAN DAN  SASARAN KECAMATAN PATIANROWO

KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuandan Sasaran Renja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PATIANROWO
KABUPATEN NGANJUK
BABV PENUTUP



BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PATIANROWO KABUPATEN
NGANJUK TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja
yang dilakukan oleh Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk melalui
capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang
ditetapkan dalam Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD
Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk
mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program
Renstra Perangkat Daerah; dan

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Patianrowo Kabupaten
Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024 telah melaksanakan 6 (emam) program utama yang
tercantum dalam Penetapan Kinerja yang terdiri dari 15 Kegiatan
dan 37 Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ditunjang dengan Belanja Operasi
dan Belanja Modal, yaitu sebesar Rp. 3.405.497.000,00 (Perbub No.
04 Tahun 2024 Perubahan I)

Adapun Serapan Anggaran / Realisasi per Program Kegiatan adalah
sebagai berikut :



1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Hasil program ini adalah meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan
Patianrowo, dengan anggaran Rp. 3.044.630.900,00 realisasi Rp.
1.107.622.856,00 atau penyerapan dana sebesar 32,52%

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase kegiatan
pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan
tertib, dengan anggaran Rp. 59.592.850,00 realisasi Rp.
6.735.000,00 atau penyerapan dana sebesar 11,30 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses
pembangunan di  Kecamatan, dengan  anggaran  Rp.
116.318.150,00 realisasi Rp. 14.965.000,00 atau penyerapan
anggaran sebesar 12,87 %

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase
permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan,
dengan anggaran sebesar Rp 31.306.700,00 realisasi Rp
16.405.000,00 atau penyerapan anggaran sebesar 52,40 %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase
Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dengan anggaran
Rp 94.725.000,00 realisasi Rp 50.787.000,00 atau penyerapan
dana sebesar 53,62 %.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Hasil program ini adalah meningkatnya ProsentaseDesa/Kelurahan
Cepat Berkembang, dengan anggaran Rp 59.923.950,00 realisasi
Rp 4.195.000,00 atau penyerapan dana sebesar 7,12%



Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Patianrowo Tahun
2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun
Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

sebagaimana tabel berikut:
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1. Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Kecamatan Patianrowo tahun 2023 bisa tercapai seperti Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
dikarenakan sudah terisinya Pejabat Struktural di Kecamatan dan
Kelurahan sehinga berpengaruh pada serapan anggaran.

Dan banyak pula pada Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sudah
dapat mencapai target yang ditentukan, dikarenakan PPTK bisa
merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai target
sebagaimana yang tercantum dalam DPA.

2. Analisis realisasi keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023

Untuk realisasi keuangan Kecamatan Patianrowo pada tahun
2024 yaitu dari Pagu Anggaran sebesar Rp 3.576.532.528,00
Realisasi Anggaran sebesar Rp 2.504.589.008,00 sehingga realisasi
yang telah tercapai yaitu 70,03%.

(Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023)

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing
indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja
dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

1. 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51% < 65% Rendah

5, < 50% Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun
2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan
perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan

Penganggaran

(Capaian Kinerja Bukan Serapan Anggaran/Uang)

Program Perangkat
Daerah

Capaian Kinerja

Predikat

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

29,29

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

a. Adanya ASN yang
sudah memasuki masa
pensiun

b. Ada beberapa kegiatan
kurang tepat dalam
penganggaran, sehingga
tidak maksimal dalam
realisasinya

c. PPK dan PPTK belum
maksimal dalam
mengambil Langkah
Langkah terkait kinerja
dan serapan anggaran

Serapan Anggaran tidak bisa
maksimal dari Pos Belanja
Gaji dan Tunjangan lainnya.

Terdapat risiko kurang/tidak
tercapainya target kinerja

Kebijakan Yang

Diambil

a. Lebih cermat dan
teliti dalam
penyusunan
Perencanaan dan
Anggaran

b. Menekankan kepada
PPK dan PPTK agar
lebih tanggap dan
responsif terkait
penyerapan anggaran
dan capaian kinerja
baik Individu
maupun OPD sesuai
dengan Tupoksi.

Program 10 Sangat Rendah

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang
Renstra PD Diambil

PPK dan PPTK belum | Terdapat risiko kurang/tidak | Menekankan kepada PPK

maksimal dalam | tercapainya target kinerja dan PPTK agar lebih

mengambil Langkah tanggap dan responsif

Langkah terkait kinerja
dan serapan anggaran

terkait penyerapan
anggaran dan capaian
kinerja baik Individu
maupun OPD sesuai
dengan Tupoksi.

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan

19

Sangat Rendah

Faktor Penyebab

Implikasi Terhadap Target
Renstra PD

Kebijakan Yang
Diambil

PPK dan PPTK belum
maksimal dalam
mengambil Langkah
Langkah terkait kinerja
dan serapan anggaran

Terdapat risiko kurang/tidak
tercapainya target kinerja

Menekankan kepada PPK
dan PPTK agar lebih
tanggap dan responsif
terkait penyerapan
anggaran dan capaian
kinerja baik Individu
maupun OPD  sesuai

dengan Tupoksi.
Program Koordinasi 52,00 Rendah
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang
Renstra PD Diambil

a. PPK dan PPTK belum

Terdapat risiko kurang/tidak

Memerintahkan kepada




maksimal dalam
mengambil Langkah
Langkah terkait kinerja
dan serapan anggaran
b. Adanya ASN yang
sudah memasuki masa

tercapainya target kinerja

PPK dan PPTK agar lebih
tanggap dan responsif
terkait dengan kinerja
dengan telah diterimanya
TPP dengan harapan
kreatifitas kerja dan etos
kerja meningkat.

pensiun
Program 53,00 Rendah
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target Kebijakan Yang
Renstra PD Diambil

a. PPK dan PPTK belum
maksimal dalam
mengambil Langkah
Langkah terkait kinerja
dan serapan anggaran

b. Adanya  ASN yang
sudah memasuki masa

Terdapat risiko kurang/tidak

tercapainya target kinerja

Memerintahkan kepada
PPK dan PPTK agar lebih
tanggap dan responsif
terkait dengan kinerja
dengan telah diterimanya
TPP dengan harapan
kreatifitas kerja dan etos
kerja meningkat.

pensiun
Program Pembinaan dan 6 Sangat Rendah
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Faktor Penyebab Implikasi Terhadap Target | Kebijakan Yang
Renstra PD Diambil

a. Adanya kelambanan
dari Kelurahan pada
proses perencanaan

Terdapat risiko kurang
tercapainya target kinerja

a. Kedepanya lebih
teliti dan cermat
dalam

dan penyerapan penganggaran
anggaran. b. Merekankan

b. Belum oftimalnya kepada PPK dan
Desa dan Kelurahan PPTK agar lebih
dalam mensikapi tanggap mensikapi
program/kegiatan permasalahan
yang menjadi terkait Tupoksi dan
tanggung jawabnya kinerja

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Patianrowo Kabupaten

Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan

pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal, sertalndikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama

(core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.




Capain Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patianrowo

Capaian
No. Indikator 5tk
Sebelumnya
(2023)
1 2 3
1. | Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di 80,29

kecamatan

Hal ini

Indikator Manajerial sebagai berikut :

persepsi

1. Berdasarkan wupload data dalam Aplikasi

Kecamatan (SINCAN) mencapai nilai sebesar 80,84.

dibuktikan dengan Hasil Penilaian Administrasi

Sintem

dan

Informasi

. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisoner yang dibagikan

kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai

rata-rata dari hasil kuisoner yakni mencapai 79,75.

Sehingga nilai rata-rata sinergitas Kecamatan Patianrowo sebesar

80,29. Hambatan/kendala dari 2 (dua) indikator diatas ialah perbedaan

antar ASN dalam memahami

pengisian aspek,

subaspek,

indikator manajerial dan tujuan organisasi dan cara kerja yang efektif.

Sehingga menyebabkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan

indikator, dengan hal ini sulit untuk mencapai kesepatan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo

Capaian
No. Indikator tahun
Sebelumnya
(2023)
1. |Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan 87,53
Kecamatan
2. Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, 76,14
keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan
masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan
masyarakat yang ditindak lanjuti
3. Persentase Desa yang menerapkan tata kelola 81,81

pemerintahan yang baik

Dalam Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Patianrowo, Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 mencapai 87,53. Hal ini

disebabkan karena rendahnya beberapa unsur layanan yaitu Ul

( Penanganan Pengaduan ), U3 (Persyaratan Pelayanan) dan US (Perilaku




Petugas) yang diambil dari aplikasi E-SUKMA (Aplikasi Survey Pelayanan
Publik). Dan selanjutnya IKK yang 2 (dua) adalah Prosentase koordinasi
bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan
masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang
ditindak lanjuti tahun 2023 mencapai 76,14. Hal ini disebabkan karena
banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga tidak sesuai
dengan terget yang telah ditentukan. Sedangkan IKK yang ke 3 (tiga)
adalah Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang
baik tahun 2023 mencapai 81,81. Hal ini disebabkan Kurangnya
kesadaran dari pemerintah desa terhadap kelengkapan administrasi desa.
Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi perangkat desa serta kurang
maksimal pembinaan dan monitoring dari Kecamatan Patianrowo.
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Kecamatan Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis
(Analisis SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan

hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal
a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam
Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai
kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang
menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat
Kecamatan Patianrowo;

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

3) Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

4) Hubungan Kkerja dan koordinasi yang baik antara
pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta

suasana kerja yang kondusif dan nyaman;




5) Tersedianya

sarana/prasarana dan sumber pembiayaan

yang relatif cukup memadai untuk kelancaran

pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang

pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1)

2)

3)

4)

5)

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin
dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan
perencanaan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan  pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan.
Belum optimalnya koordinasi antar
Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan
pembangunan.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1)

2)

3)

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan

para pemangku kepentingan (stakeholders);



4)

Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan

pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1)

2)

3}

4)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut
harus ditampung dan diperhatikan;

Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat
yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan
pembangunan parsitipatif;

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di
Kecamatan Patianrowo;

Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan
No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

(1) (2) (3) (4)

1 | Belum optimalnya | 1. Kepuasan masyarakat | e Keterbatasan
sinergi terhadap pelayanan publik sarana prasarana
penyelenggaraan masih kurang. pendukung
pemerintahan 2. Belum optimalnya pelayanan publik
kecamatan akuntabilitas kinerja Kekurang

kecamatan selarasan antara
perencanaan dan
penganggaran
dengan
pertanggungjawa
ban dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah
Belum efektifnya koordinasi| e Hubungan
tugas umum pemerintahan, kelembagaan
pemberdayaan masyarakat dan antar perangkat
desa serta trantib daerah belum
efektif
e Rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan




o Keterbatasan
kewenangan
Camat dalam
pembinaan
pemerintahan
Desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di
Kecamatan Patianrowo, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat
Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri
dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan
baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka
diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau
evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,
tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi
juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun

lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Kecamatan
Patianrowo Kabupaten Nganjuk
2.3.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan
Patianrowo Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus
Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan

struktur organisasi dari Kecamatan Patianrowo.




1. Tugas Pokok
tugas menyelenggarakan tugas umum

Camat mempunyai
pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah

2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat

Patianrowo Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan.

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada
di kecamatan

c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum.

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
camat.

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.
Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.

g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan
perkada

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai
penugasan kepala daerah.

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi

pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

3. Struktur Organisasi
Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk merupakan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus

Kabupaten Nganjuk.



Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Patianrowo
Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan

struktur organisasi sebagai berikut:
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Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai
berikut:

a. Camat
Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus
Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Camat

Patianrowo Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di

kecamatan




c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan.

f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.

g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan
kepala daerah.

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan
dan pengawasan pemerintahan desa.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan
bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan
penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian
pelaksanaan teknis;

b. Pengelolaan urusan keuangan,;

c. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata
usaha perlengkapan

d. Pelaksanaan urusan rumah tangga

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;

¢) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugasnya



2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Um

a)
b)

c)

d)

g)

um dan Kepegawaian mempunyai tugas:
Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
an keprotokolan;

Mengelola urusan rumah tangga d
inas dan tugas-tugas

Mengurus administrasi perjalanan d
hubungan kemasyarakatan;
Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan
administrasi kepegawaian;

Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai

dengan tugasnya.

3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah
dan instansi vertikal terkait;

Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di kecamatan;

Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar
pelayanan minimal di wilayah kecamatan;

Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat
daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum yang melibatkan pihak swasta;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan
pelayanan perizinan;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non

perizinan;



4)

S)

10) Melaksanakan wurusan pemerintahan yang terkait dengan
kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

1) Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi
masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan
lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan;

2) Melaksanakan sinkronisasi program Kkerja dan Kkegiatan
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta di wilayah kerja kecamatan;

3) Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan,;

4) Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana
kelurahan;

5) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

6) Melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai

tugas :

1) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila,
pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta
pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

2) Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di
wilayah kecamatan;

3) Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan

tokoh masyarakat;




6)

4) Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

5) Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek,
sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional;

6) Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

7) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku,
umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

8) Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

9) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi
berdasarkan pancasila;

10) Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan
merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh
instansi vertikal;

11) Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan;
dan

12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai

tugas :

1) Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan
peraturan kepala desa;

2) Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3) Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset desa;

4) Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ;

5) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan
perangkat desa;

6) Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;



7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan

permusyawatan desa ;

8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa;

9) Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan
perdesaan;

10) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan
kewajiban lembaga kemasyarakatan;

11) Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama
desa dengan pihak ketiga;

12) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan
pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan
batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

13) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;,

14) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan -kawasan
perdesaan di wilayah kecamatan; dan

15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Patianrowo adalah sebagai
berikut:
2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural
Jabatan Struktural di Kecamatan Patianrowo sebanyak 8
(delapan), yang terisi sebanyak 6 (enam) jabatan struktural dan 2
(dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10

(sepuluh) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No. Nama Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. Camat 1 - 1
2. Sekretaris Kecamatan 1 - 1
3. Kepala Seksi 2 1 3
4. Kasubbag - - -
5. Pelaksana /PNS
6. Non ASN 2 4 6
Jumlah 16 3 19
Tabel 2.2.
Pegawai Pada Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2024
No. S Gﬁﬁ’iﬁzn Laki- Lald | Peremipuan Peérgxi}ai
1. | Pembina Tk.1 IV/b 1 - 1
2. | Pembina IV/a - - -
3. | Penata Tingkat I 11/d 2 1 3
4. | Penata II/c 1 - 1
S. | Penata Muda Tk. I /b 1 - 1
6. | Pengatur Tk. I I1/d 5] - 5
7. | Pengatur Muda Tk. I II/b 1 - 1
8. | Pengatur Muda II/a 1 - 1
Jumlah 12 1 13
Tabel 2.3.
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Patianrowo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2024
No. | Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1. S2 2 - 1
2. S1 6 1 7
3. D3 - - -
4. SMA S - 5
JUMLAH 12 1 13




Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung

penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan
administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada
masyarakat
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
-  Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
e 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
- Roda dua sebanyak 2 (dua) unit yaitu :
e Honda Supra X125 Tahun 2007
e Yamaha Vixion Tahun 2014

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

- Meja Kerja : 34 buah

- Meja layanan : 1 buah

- Kursi : 50 buah

- Kursi Tunggu : 2 buah

-  Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
-  Komputer : 6 (enam) unit

- Laptop : S (lima) unit

- Mesin Ketik : 2 (dua)

- Printer : 8 (delapan) unit
- TV : 3 (tiga) unit

- Kursi Sofa : 1 (satu) unit

- Kursi Tamu : 1 (satu) unit

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Kecamatan Patianrowo menggunakan analisis lingkungan strategis

(Analisis SWOT/ Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan

hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:



1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

I,

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan
Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas
pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab
seluruh komponen/aparat Kecamatan Patianrowo;

Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki
integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;

Pola kerja di Kecamatan Patianrowo yang sistematik dan
terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,
efisien, dan efektif;

Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan
dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja
yang kondusif dan nyaman,;

Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang
relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas—
tugas di Kecamatan;

SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang

pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat
musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal
yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya
yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam
rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin
dan mengatur koordinasi antar Instansi. dalam urusan
perencanaan.

Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara
sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan;



Belum optimalnya koordinasi antar
Instansi/UPT/UPTD/Korwil yang diharapkan dapat
memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan
pembangunan;

Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan

2. Anglisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

1.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat
belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata
dengan baik;

Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan
berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan;

Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders);

Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2005 - 2025 yang merupakan pedoman bagl perencanaan
pembangunan di Kabupaten Nganjuk;

b. Faktor Ancaman (Threat)

1.

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut
harus ditampung dan diperhatikan;

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut
harus ditampung dan diperhatikan;

Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat
yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan
pembangunan parsitipatif;,

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di
Kecamatan Patianrowo;

Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.



Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan
No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1 | Belum optimalnya | 3. Kepuasan masyarakat | e Keterbatasan

sinergi

terhadap pelayanan publik

sarana prasarana

penyelenggaraan masih kurang. pendukung
pemerintahan . Belum , optimalnya pelayanan publik
kecamatan akuntabilitas kinerja Kekurang
kecamatan selarasan antara
perencanaan dan
penganggaran
dengan
pertanggungjawa
ban dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah
Belum efektifnya koordinasi Hubungan
tugas umum pemerintahan, kelembagaan

pemberdayaan masyarakat dan
desa serta trantib

antar perangkat
daerah belum
efektif

Rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
Keterbatasan
kewenangan
Camat dalam
pembinaan
pemerintahan
Desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Patianrowo, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat

Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri

dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas,

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan

maka

diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau

evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan,

tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi




juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan
diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien
dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang
lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun

lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta
Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar
Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDG’s)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah
“NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”, pelaksanaan jangka
menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan

penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan
berdaya saing.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan
berbudaya.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang
dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan
pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang
berwawasan lingkungan hidup.

2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan
berdaya saing.

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi
birokrasi yang akuntabel.

4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan

berbudaya, serta tangguh.



(Kecamatan Patianrowo) memberikan kontribusi dalam pencapaian
tujuan pembangunan daerah “NGANJUK AKUNTABEL” yakni
Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi
birokrasi yang akuntabel.

Dengan  dicanangkannya  program  Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan
program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara
keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan
gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi
seluruh orang di segala usia.

4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong
kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.

5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh
perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang
berkelanjutan bagi seluruh orang.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta
modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan
berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan
yang layak bagi semua orang.

9. Membangun infrastruktur  yang  berketahanan, mendorong
industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan,
aman dan berkelanjutan.

12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta
dampaknya.

14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya

lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.



15 Melindungi, memperbarui,

daratan yang berkelanjutan,

dan mendorong pemakaian ekosistem

mengelola hutan secara berkelanjutan,

memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi

tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang,

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di sel
tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat

implementation) dan  merevitalisasi

serta

uruh

implementasi (means of

kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan.

2.3.4.

Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan

Perangkat Daerah

2.3.4.1. Tantangan

a.

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap
tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan
yang berkualitas.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik
dituntut peran Kecamatan Patianrowo harus lebih responsif
terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya
dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada
masyarakat yang merupakan amanabh.

Tuntutan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat
secara maksimal (Good Governance)

Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari
kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong
dan munculnya sifat-sifat individualisme.

Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada
pelayanan pemerintah

Income perkapita masyarakat masih rendah.

Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada
kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi

kebijakan pemerintah.




i. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan Kkhususnya
minimnya gerakan penghijauan dan gerakan Kkebersihan,

ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Patianrowo

2.3.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan

Patianrowo dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan
penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan
urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat
kepada Kecamatan Patianrowountuk memacu dan
memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa
depan;

c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat
meningkatkan peran Kecamatan Patianrowo dalam
perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat dalam = proses perencanaan
pembangunan daerah.

d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan
perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat
aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Patianrowo;

e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM
melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan
latihan bagi setiap pegawai;

f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala
jenis mudah didapat di Kecamatan Patianrowo, terutama
dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat
dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk
mengenalkan potensi Kecamatan Patianrowo;

g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

membantu penyelenggaraan pemerintahan dan



2.3.5.

pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam
pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi
motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong
royong masyarakat yang cukup tinggi;

h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan
Patianrowo. Seperti Dana Alokasi Desa ( ADD ) dan Dana
Desa,

Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan

Patianrowo.Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan
Angka Stunting.

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam
Perumusan Program dan Kegiatan

Pada Subbab 2.2 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-

permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya

Kecamatan Patianrowo, yang ditinjau dari :

1.
2.

1)

Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu
strategis pada Kecamatan Patianrowo, yaitu:

Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian
kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang
Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang
ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian
kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap
mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis
dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi
kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non
pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam
mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi

Kabupaten Nganjuk;




2)

3)

4)

5)

Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan .dt.mia‘
usaha di wilayah.Kecamatan harus terus memacu partisipasi
masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan
pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk
sungguh-sungguh memperhatikan Company/ Coorperate Sosial
Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar

memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di
Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan
publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat,
memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan
pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka
diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus
dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan
pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada
akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan

ativitas masyarakat;
Peningkatan Sinergitas Kecamatan.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan
organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar
pemerintahan di  wilayah Kecamatan Patianrowo guna
mempercepat pelaksanaan pembangunan.Serta mengembangkan
berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program
pembangunan guna peningkatan kesejateraan
masyarakat.Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat.

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan.

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan



menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap Langkah
pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat nonfisik yaitu
sosial, perekonomian dan budaya. Dengan kata lain
pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan  yang  dilakukan oleh  sctiap  Perangkat
Daerah.Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan
perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan
yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan
penyandang disabilitas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tema RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah “Peningkatan
Produktifitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural”.

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah
membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan
analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi
rumusan program dan Kkegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya

berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta
keterwakilan Desa dan/atau Kelurahanyang terkait langsung dengan
pelayanan Kecamatan Patianrowo, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD,
serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan . isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Patianrowo disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

Program /Kegiatan/ Iokas Indikator Besaran/

o Sub Kegiatan Kinerja Volume At

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024




BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema
"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional

tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideolagi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
(HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong
Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air,
Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;

3. Melanjutkan Pembagunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan
Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Dentra
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembagunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial
dan Geresasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Likungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025
menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap
tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah

kebijakan dan strategi pembangunan nasional.




3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Patianrowo

Tujuan Kecamatan Patianrowo yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kecamatan Patianrowo Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya
sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan’,
adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah

Kecamatan dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:
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Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan
Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Dentra
Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;

4. Memperkuat Pembagunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains,
Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial
dan Geresasi Z), dan Penyandang Disabilitas;

5. Melanjutkan Hilirasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber
Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi,
Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta
Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi
dan Penyelundupan;

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan
Likungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat
Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025
menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap
tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah

kebijakan dan strategi pembangunan nasional.
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3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun

2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta

mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Kecamatan Patianrowo pada tahun 2025 :

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya




No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
di Desa

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

4, PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025, telah dirumuskan tema pembangunan daerah
dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2025, yaitu “Peningkatan
Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural”

Tema  tersebut  selanjutnya  dijabarkan dalam  prioritas
pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu
strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :
1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor

Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri.




2. Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi,
Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

3. Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan
Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter

4. Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan
Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan
amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu focus utama
yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu
pada Tahun 2025

5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata
Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian

6. Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi
Pelayanan Publik

7. Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan

untuk menuju masyarakat yg berbudaya

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya
dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Kecamatan

Patianrowo sebagaimana tabel berikut:
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun

2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat

Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan.

Tabel 4.1
Prioritas _Pgmban_gq_pan Daerah

Nl —  PbiiasDiaegly T 0 Alokasi (2025)

1. | P8 — Penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih, efektif dan anti korupsi

P6 Kab : Tata kelola pemerintahan
yang bersih dan inovasi serta
digitalisasi pelayanan public

3.818.759.635

Tabel 4.2
| Sasaran Perangkat Dacrah o
e e & = mdikatm-mneqa __ Tajsl_"ge.t_r‘: ~ Alokasi 2025
1. | Meningkatkan " | Indeks Kepuasan | 92 | 3.580.334.835
kualitas Pelayanan Masyarakat (IKM)
Administrasi Terpadu | Pelayanan
Kecamatan (PATEN) Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
2. | Meningkatkan Persentase 10 238.424.800
Ketentraman dan penurunan
Ketertiban di Wilayah | pelanggaran
Kecamatan ketentraman dan
ketertibaﬁ umum
di wilayah
Kecamatan




Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

PROGRAM 73 nilai Kec.Pati
PENUNJANG URUSAN | Kecamatan 6.135 anrowo
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Jumlah Dokumen 12 dokumen 11.922.0 | Kec.Pati
Penganggaran, dan | Perencanaan, 00 anrowo
Evaluasi Kinerja | Penganggaran, dan
Perangkat Daerah Evaluasi
Penyusunan Jumlah Dokumen 4 dokumen 3.552.000 | Kec.Pati
Dokumen Perencanaan anrowo
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 4 laporan 4.152.000 | Kec.Pati
Penyusunan Laporan | Capaian Kinerja dan anrowo
Capaian Kinerja dan | Ikhtisar Realisasi
Ikhtisar Realisasi | Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan 4 laporan 4.218.000 | Kec.Pati
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja anrowo

Perangkat
Administrasi Jumlah Dokumen 62 dokumen 2.426.67 | Kec.Pati
Keuangan Perangkat | Administrasi 3.935 anrowo
Daerah Keuangan

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan | Jumlah Orang yang 26 orang/bulan 2.417.523 | Kec.Pati
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 935 anrowo

Tunjangan ASN
Pelaksanaan Jumlah Dokumen 17 dokumen 2.616.000 | Kec.Pati
Penatausahaan dan Penatausahaan anrowo
Pengujian/Verifikasi dan
Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 1 laporan 3.216.000 | Kec.Pati
Penyusunan Laporan | Keuangan Akhir anrowo
Keuangan Akhir | Tahun SKPD dan
Tahun SKPD Laporan Hasil

Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun SKPD
Koordinasi dan | Jumlah Laporan 18 laporan 3.318.000 | Kec.Pati
Penyusunan Laporan | Keuangan anrowo
Keuangan Bulanan /Triwulanan/
Bulanan /Triwulanan/ | Semesteran SKPD dan
Semesteran SKPD Laporan Koordinasi

Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan /Triwulanan/

Semesteran SKPD
Administrasi Jumlah Dokumen 51 dokumen 46.330.5 | Kec.Pati
Kepegawaian Administrasi oo anrowo
Perangkat daerah Kepegawaian

Perangkat Daerah
Peningkatan  Sarana | Jumlah Unit 1 unit 11.883.00 | Kec.Pati
dan Prasarana | Peningkatan Sarana 0 anrowo
Disiplin Pegawai dan Prasarana




Disiplin Pegawai

Pengadaan Pakaian | Jumlah Paket Pakaian 32 paket 24.447.50 | Kec.Pati
Dinas Beserta Atribut | Dinas beserta Atribut 0 anrowo
Kelengkapannya Kelengkapan
Pendidikan dan | Jumlah Pegawai 9 orang 5.000.000 | Kec.Pati
Pelatihan Pegawai | Berdasarkan Tugas anrowo
Berdasarkan Tugas | dan  Fungsi yang
dan Fungsi Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan | Jumlah Orang yang 9 orang 5.000.000 | Kec.Pati
Perundang-Undangan | Mengikuti Sosialisasi anrowo
Peraturan Perundang-
Undangan
Administrasi Umum | Jumiah Daokumen 7 dokumen 172.698. | Kec.Pati
Perangkat Daerah Administrasi Umum 950.000 | anrowo
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket 1 paket 15.451.00 | Kec.Pati
Instalasi Komponen  Instalasi 0 anrowo
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket 1 paket 13.288.00 | Kec.Pati
dan Perlengkapan | Peralatan dan 0 anrowo
Kantor Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Bahan | Jumlah Paket Bahan 1 paket 58.199.95 | Kec.Pati
Logistik Kantor Logistik Kantor yang 0 anrowo
Disediakan
Penyediaan Barang | Jumlah Paket Barang 1 paket 18.100.00 | Kec.Pati
Cetakan dan | Cetakan dan 0 anrowo
Penggandaan Penggandaan yang
Disediakan
Fasilitasi Kunjungan | Jumlah Laporan 1 laporan 6.500.000 | Kec.Pati
Tamu Fasilitasi Kunjungan anrowo
Tamu
Penyelenggaraan Jumlah Laporan 1 laporan 54.530.00 | Kec.Pati
Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan 0 anrowo
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip | umlah Dokumen 1 dokumen 6.630.000 | Kec.Pati
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip anrowo
Dinamis pada SKPD
Pengadaan Barang | Jumlah Barang 14 buah 192.003. | Kec.Pati
Milik Daerah | Milik Daerah pada 750 anrowo
Penunjang Urusan | Perangkat Daerah
Pemerintah Daerah yang disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel 7 unit 73.615.50 | Kec.Pati
yang Disediakan 0 anrowo
Pengadaan Peralatan | Jumlah Unit Peralatan 7 unit 118.388.2 | Kec.Pati
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya 50 anrowo
yang Disediakan
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 24 laporan 113.150. | Kec.Pati
Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa 000 anrowo
Pemerintahan Penunjang  Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan 12 laporan 88.900.00 | Kec.Pati
Surat Menyurat Penyediaan Jasa 0 anrowo
Surat Menyurat
Penyed.t_aan_ Jasa | Jumlah Laporan 12 laporan 24.250.00 | Kec.Pati
Komunikasi, Sumber Penyediaan Jasa 0 anrowo
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Pen_:.eliharaan Barang | Jumlah Barang 12 unit 406.227. | Kec.Pati
Milik Daerah | Milik Daerah pada 000 anrowo
Penunjang Urusan | Perangkat Daerah
Pemerintahan yang terpelihara
Daerah




Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang
Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

3 unit

51.901.00
0

Kec.Pati
anrowo

Pemeliharaan Mebel

Jumlah Mebel
Dipelihara

yang

3 unit

9.750.000

Kec.Pati
anrowo

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Dipelihara

5 unit

10.600.00
0

Kec.Pati
anrowo

Pemeliharaan /Rehabil
itasi Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilit
asi

1 unit

333.976.0
00

Kec.Pati
anrowo

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

DAN PELAYANAN
PUBLIK

Persentase kegiatan
pemerintahan dan
pelayanan publik
yang  dilaksanakan
dengan tertib

84 %

78.968.4
00

Kec.Pati
anrowo

Koordinasi
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah kegiatan
koordinasi dengan
perangkat vertikal

8 laporan

58.671.1
50

Kec.Pati
anrowo

Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal
Terkait

8 laporan

58.671.15
0

Kec.Pati
anrowo

Koordinasi
Pemeliharaan
Prasarana
Sarana
Umum

dan
Pelayanan

Jumlah kegiatan
koordinsi / sinerg
dengan perangkat
Daerah terkait
pemeliharaan
sarana
prasarana

dan

3 dokumen

7.848.90

Kec.Pati
anrowo

Koordinasi/Sinergi
dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
terkait dalam
Pemeliharan  Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi

dengan Perangkat
Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang
Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Pelayanan Umum

3 dokumen

7.848.900

Kec.Pati
anrowo

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan Kepada
Camat

Jumlah warga yang
mendapat pelayanan

3 laporan

12.448.3
50

Kec.Pati
anrowo

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Jumlah

Pelaksanaan
Kewenangan
yang Dilimpahkan

Laporan

Lain

3 laporan

12.448.35
0

Kec.Pati
anrowo

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
DAN KELURAHAN

Persentase lembaga
kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
yang aktif dalam
proses pembangunan
di Kecamatan

86 %

74.310.3
00

Kec.Pati
anrowo

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Jumlah kegiatan
pemberdayaan desa
yang dilaksanakan

105

lembaga/kemasy
arakatan

74.310.3
oo

Kec.Pati
anrowo

Peningkatan

Jumlah Lembaga

85 lembaga

31.547.80

Kec.Pati




Partisipasi Kemasyarakatan yang | kemasyarakatan £ et
Masyarakat dalam | Berpartisipasi dalam
Forum Musyawarah | Forum  Musyawar ah
Perencanaan Peregcanaan .
embangunan di Desa | Pembangunan esa :
ginkroni;‘l;si Program | Jumlah Dokumen 20 dokumen 42.762.50 | Kec.Pati
Kerja dan Kegiatan Sinkronisasi Program 0 anrowo
Pemberdayaan Kerja dan Kegiatan
Masyarakat yang | Pemberdayaan
dilakukan oleh | Masyarakat yang
Pemerintah dan | Dilakukan oleh
Swasta di Wilayah | Pemerintah dan
Kerja Kecamatan Swasta di Wilayah

Kerja Kecamatan
PROGRAM Persentase 67 % 45.947.8 | Kec.Pati
KOORDINASI permasalahan 00 anrowo
KETENTRAMAN DAN | trantibum yang
KETERTIBAN UMUM | ditangani
Koordinasi Upaya | Jumlah Laporan 8 laporan 45.947.8 | Kec.Pati
Penyelenggaraan Hasil Koordinasi 00 anrowo
Ketentraman dan 1 Upaya
Ketertiban Umum Penyelenggaraan

Ketentraman dan

Ketertiban Umum
Sinergitas dengan | Jumlah Laporan Hasil 4 laporan 32.622.80 | Kec.Pati
Kepolisian Negara | Sinergitas dengan 0 anrowo
Republik Indonesia | Kepolisian Negara
dan Instansi Vertikal | Republik  Indonesia,
Indonesia dan | Tentara Nasional
Instansi Vertikal Di | Indonesia dan
Wilayah Kecamatan Instansi Vertikal di

Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Jumlah Laporan 4 laporan 13.325.00 | Kec.Pati
Hubungan dengan | Pelaksanaan 0 anrowo
Tokoh Agama dan | Harmonosasi
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan

Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat
PROGRAM Persentase 83 % 192.477. | Kec.Pati
PENYELENGGARAAN | Lembaga/Organisasi 000 anrowo
URUSAN Masyarakat yang
PEMERINTAHAN Aktif
UMUM Penyelenggaraan

Pemerintahan di

Kecamatan
Penyelenggaraan Jumlah 250 orang 192.477. | Kec.Pati
Urusan warga/lembaga yang 000 anrowo
Pemerintahan Umum | mengikuti
sesuai Penugasan | pembinaan wawasan
Kepala Daerah kebangsan
Pembinaan Wawasan | Jumlah Orang yang 250 orang 192.477.0 | Kec.Pati
Kebangsaan dan | Mengikuti Pembinaan 00 anrowo
Ketahanan  Nasional | Wawasan Kebangsaan
dalam Rangka | dan Ketahanan
Memantapkan Nasional dalam
Pengamalan rangka Memantapkan
Pancasila, Pengamalan
Pelaksanaan Undang- | Pancasila,
Undang Dasar Negara | Pelaksanaan Undang-
Republik Indonesia | Undang Dasar Negara
Tahun 1945, | Republik Indonesia
Pelestarian Bhinneka | Tahun 1945,
Tunggal Ika  Serta | Pelestarian Bhinneka
Pemertahanan dan | Tunggal Ika serta
Pemeliharaan Pemertahanan dan
Keutuhan Negara | Pemeliharaan
Kesatuan Republik | Keutuhan Negara
Indonesia Kesatuan Republik

Indonesia
PROGRAM Persentase 82 % 58.050.0 | Kec.Pati
PEMBINAAN DAN | Desa/Kelurahan 00 anrowo




RN ERSEmeEE—e

PENGAWASAN Cepat Berkembang
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi, Jumlah 69 dokumen 58.050.0 | Kec.Pati
Rekomendasi dan | Desa/Kelurahan 00 anrowo
Koordinasi Cepat Berkembang
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen 66 dokumen 47.400.00 | Kec.Pati
Tata Pemerintahan | yang Difasilitasi dalam 0 anrowo
Desa rangka Administrasi

Tata Pemerintahan

Desa

Jumlah Dokumen 3 dokumen 10.650.00 | Kec.Pati
Fasilitasi Penyusunan | Fasilitasi dalam 0 anrowo
Perencanaan rangka Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Partisipatif Partisipatif




Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

Sasaran Penerima Manfaat Sumber
Nama Objek Jumlah Rincian Pendanaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Jenis Belanja

NIHIL




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun
0025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan
daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu

indikatif Kecamatan Patianrowo sebagaimana tercantum dalam RKPD

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian
dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo dimaksud dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun
2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan
mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan
pada Kecamatan Patianrowo dengan rencana pembangunan tahunan
daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana
pembangunan daerah (RPD)} dan Renstra Kecamatan Patianrowo yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan
dan sasaran Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk
secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a. Melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Tahun 2025
dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.

b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan Patianrowo untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan
indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana
Kerja Kecamatan Patianrowo ; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Kecamatan

Patianrowo dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.



Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan

dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Kecamatan Patianrowo Kabupaten N ganjuk Tahun 2025; dan

Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Tahun 2025
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya
memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,
sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Kecamatan Patianrowo

Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kecamatan

Patianrowo dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.
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